
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 30 TAHUN 2011 

TENTANG 

PINJAMAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
pengelolaan pinjaman daerah serta menyesuaikan dengan 
perkembangan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan 
hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah, perlu mengganti  Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara,  Pasal 171 Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 65 Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 
Pinjaman Daerah; 

 

  

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

 
3. Undang-Undang . . .  

www.djpp.depkumham.go.id

djp
p.d

ep
ku

mha
m.go

.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


 
 

 

- 2 - 
 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PINJAMAN DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau 
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain 
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk 
membayar kembali. 

2. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh 
Pemerintah yang diperoleh dari pemberi Pinjaman Dalam 
Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan 
tertentu sesuai dengan masa berlakunya. 

3. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui 
utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman 
Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman 
dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus 
dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. 

4. Perjanjian . . . 
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4. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri adalah kesepakatan 
tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan 
pemberi Pinjaman Dalam Negeri. 

5. Perjanjian Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan 
tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan 
Pemberi Pinjaman Luar Negeri. 

6. Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri adalah 
kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah mengenai penerusan Pinjaman Dalam Negeri 
yang diperoleh Pemerintah.  

7. Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah 
kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah mengenai penerusan Pinjaman Luar Negeri yang 
diperoleh Pemerintah. 

8. Perjanjian Pinjaman Daerah adalah kesepakatan tertulis 
antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengenai 
Pinjaman Daerah yang dananya tidak berasal dari 
penerusan Pinjaman Dalam Negeri atau penerusan 
Pinjaman Luar Negeri. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

11. Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang 
ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di 
pasar modal. 

12. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk 
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. 

 

 

 
13. Dana . . . 
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13. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah 
berdasarkan angka persentase untuk mendanai 
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. 

14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

15. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau 
walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

16. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri, 
adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan negara.  

17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga 
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

 

Pasal 2 
 

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah. 

(2) Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah 
Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan 
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

(3) Pinjaman Daerah merupakan alternatif pendanaan 
APBD yang digunakan untuk menutup: 

a. defisit APBD;  
b. pengeluaran pembiayaan; dan/atau 
c. kekurangan arus kas. 

(4) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah 
diberikan dalam kerangka hubungan keuangan antara 
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. 

 

 

 

(5) Pemerintah . . . 
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(5) Pemerintah Daerah dapat meneruskan Pinjaman Daerah 
sebagai pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal 
kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam kerangka 
hubungan keuangan antara Pemerintahan Daerah dan 
Badan Usaha Milik Daerah. 

 

Pasal 3 
 

Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip: 

a. taat pada peraturan perundang-undangan; 
b. transparan; 
c. akuntabel; 
d. efisien dan efektif; dan 
e. kehati-hatian. 

 

 
Pasal 4 

 

Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung 
kepada pihak luar negeri. 

 

Pasal 5 
 

(1) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan 
atas pinjaman pihak lain.  

(2) Pendapatan Daerah dan/atau barang milik daerah tidak 
dapat dijadikan jaminan Pinjaman Daerah. 

(3) Kegiatan yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta 
barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan 
tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah. 

 

Pasal 6 
 

(1) Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan 
bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah 
Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan 
dalam perjanjian pinjaman. 

 
(2) Gubernur . . . 
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